LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANUL]I TENGAH

Menimbang.

Mengingat

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

[

BUPATI TAPANULI TENGAH,
bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1] Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang
vang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Daerah;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-

Undang Nemor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemeriniah Pusat dan Pemerintahan
Daerah vang menjelaskan jenis Pajak dan Retribusi,
Subjek Pajak dan Wajib Pajak, dasar pengenaan Pajak,
tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak,
wilayah pemungutan Pajak, serta tarif pajak dan
Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi
ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan
menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di
daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan
Retribusi Daerah:

Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Drt Nomer 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam lingkungan Daerah Provins: Sumatera Utars
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
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Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Iindonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2679

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20211 1tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang

Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6737);

. Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Penpganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, T?ambalmn Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6864,

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentf
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
alel);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5887)
sehagaumana telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor |8 Tahun 2016 tentang
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Perangkat Daerah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402,

11, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Deerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322},

12, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tﬂ.mgl_]ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
AE28);

13, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648j;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas
Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 6848);

15, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran WNegara Republik
Indonesia Nomor 6881}

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dan
BUPAT! TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ! PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.
BAB'|
KETENTUAN UMLUIM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Pemerintah Daersh adalah Bupati sebagai unsur
penvelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
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.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, vang selanjutnya

disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakvat daerah
vang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati

Tapanuli Tengah dan DPRD dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

.Badan Pengelolaan Keuwangan Pendapatan dan Aset

Daerah, vang selanjutnya disingkat BPKPAD, adalah
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Tapanuh Tengah.

. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di

bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Prjak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah

kontribusi wajib kepada Daerah vang terutang oleh orang
pribadi atau badan vang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secarda langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal vang

merupakan kesatuan, baikyvang meélakukan usaha
maupun vang tidak melakukan usaha vang meliputi
perseroan  terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan
usaha milik daerah (BUMD| dengan nama dan dalam
bentuk apapun, Arma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulanyayvasan, Organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan vang
selanjutnya disingkat PBBE-F2 adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan vang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

.Bumi adalah permukaan bumi yvang meliputi tanah dan

perairan pedalaman.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di
bawah permukaan Bumi

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP,
adalah harga rata-rata vang diperoleh dari transalksi jual
beli vang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi  jual  beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau
nilai perolehan baru, atau NJOFP penggant:.
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20,

21.

22,

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan
hak atas tanah dan/atau Bangunan

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya. hak atas tanah dan/atau bangunan oleh
orang pribadi alau badan;

Hak alas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di
atasnva sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di
bidang pertanahan dan bangunan;

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yvg selanjutnya disingkat
PBJT adalah Pajak vang dibayarkan oleh konsumen akhir
atas konsumsi barang dan / atau jasa tertentu.

Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa vang
dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir,
Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan /atau
minuman yang disediakan, dijual dan/fatau diserahkan,
baik secara langsung maupun tdak langsung, atau
melalui pesanan oleh restoran,

Restoran adalah fasilitas penyvediaan layanan makanan
dan/atau minuman dengan dipungut Dbiaya, vang
mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung,
bar dan sejenisnya termasuk jasa boga /katering.

Tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan
aleh suatu pembangkit tenaga listrik vang didistribusikan
untuk bermacam peralatan listrik,

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/
peristirahatan termasuk jasa terkait lainoya dengan
dipungut bavaran, uang mencakup hotel,
hostel /homestay, vila, pondok wisata, motel, losmen,
wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/
questhouse/ bungalow/ resart/ coftage,  tempat  tinggal
pribadi vang difungsikan sebagai hotel dan glamping.

23.Jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yvang

24,

25.

dapat dilengkapi dengan jasa pelavanan makan dan
minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lamnnya.
Jasa parkir adalah jasa penvediaan atau penyelenggaraan
tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan
memarkirkan kendaraan ontuk ditempatkan di area
parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok
usaha maupun yang disediakan sebagal suatu usaha,
termasuk penvediaan tempat penitipan kendaraan
bermotor,

Jasa kesenian dan hiburan adalah jasa penvediaan atau
penvelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan,
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permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian
untuk dinikmati.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan

reklame,

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media vang
bentuk dan corak magamnya dirancang unfuk tujuan
komersial m:mpﬂrheﬁalkam menganjurkan,
mempromosikan, atau menarik perhatian umum
terhadap sesuatu.

Pajak air tanah selanjutnya yvang disingkat PAT adalah
pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah
atau batuan dibawah permukaan tanah.

Pajalk Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjuinya
disecbut Pajak MBLB adslah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan dan
sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi
untuk dimanfaatkan.

Mineral bukan logam dan batuan vang selanjutnya
disingkat MELB adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-
undangan di bidang mineral dan batu bara.

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kepiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang buruk walet.
Burung walet adalah satwa yang termasulk marga
collocalia, vaitu collecalia fuchliop haga, collacolia maxir,
collocalia esculanta, dan collocalia linchi

Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut
persentase tertentu.

Opsen  pajak kendaraan bermotor yvang selanjutnya
disebut apsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh
kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang
selanjutnya disebut opsen BENKB adalah opsen yvang di
kenakan oleh kabupaten/kota datas pokok BEBNKB sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan Pajak.

Wajib Pajak adalah crang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
vang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masa Pajak adalah jangka waktu ] {satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan
Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender vang menjadi
dasar wajib pajak utnuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak vang terhutang.




40, Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya | (satu)
tahun  kalender, kecuali apabila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
kalender.

41. Pajak yang terutang adalah pajak vang harus dibayar
pada suatu saat, dalam Masa Fajak, dalam Tahun Pajak,
atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan pErpa_]akan daerah.

42 Surat Ketetapan Pajak Daerah vang selanjutnya disebut
dengan SKPD adalah surat Ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yvang terutang.

43, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnyva
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarmya PBB-P2 vang terutang kepada
Waijib Pajak.

44, Surat Setoran Pajak Daerah vang selanjutnya disebut
S5PD adalabh bukti pembavaran atau penvetoran pajak
vang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati,

45. Pemungutan adalah suatu rangkalan kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau
Retribusi, penientuan besarnya Pajak atau Retribusi vang
terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi
kepada Wajih Pajak atau Wajib Retribusi  serta
ptngawaa:an' penyetoraniya.

46, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti vang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
pefaturan  perundang-undangan  perpajakan dan
Retribusi Daerah.

47. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bulkd yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanva,

48. Kas Umum Daerah adalah tempat penvimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran daerah




A T

49. Retribusi Daerah yang selanjutnva disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu vang khusus disediakan
dan/fatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

50. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan vang
menggunakan / menikmati pelayanan barang, jasa, dan/
atau perizinan.

51. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut retribusi tertentu.

52, Jasa Umum adaiah jasa vang disediakan atau diberikan
oleh Pemenintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

53.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah vang dapat bersifat mencan
keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan
oleh sektor swasta,

54. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian kepada orang
‘pribadi atau Badan vang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana, atau fasilitas rertentu guna
melindungl kepentingan umum dan mernjaga kelestarian
lingkungan.

55. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu vang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli
Tengah. '

56. Surat Ketetapan Pajak Daerah RKurang Bayar vang
selanjuinya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
Pajak vang menentukan besarnya jumlah pokok Pajek,
jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan 'pErnba_f,faran
pokok Pajak, besarnva sanksi administratif, dan jumlah
Pajak yang masih harus dibayar.

57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
vang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang elah ditetapkan,
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yvang selanjutnyva
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jurmlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajalk.

Surat Pemberitahuan Ohjek Pajak vang selanjutnya
disingkat SPOP adalah surat vang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pelayanan Kesehatan adalah pelayaman kesehatan yvang
dilaksanakan pada Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas), Puskesmas Rujukan, Puskesmas Pembantu,
Puskesmas Keliling atau di Laboratorium Kesehatan
Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem vang diterapkan oleh satuan kerja
perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat
daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan
sebagai pengecualian dari  ketentuan pengelolaan
keuangan daerah pada umumnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah
untuk memberikan dasar hukum pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah bagi pemerintah daerah,
serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah bagi masvarakat.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk
optimalisasi tata kelola pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah.

BAB I11
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputs;
a, Pajak Daerah;
Retribusi Daerah;

b.
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¢. Pemungutan Pajak dan Retribusi;

d. Pemberian Fasilitas Pajak dan Reribusi dalam Rangka
Mendukung Kemudahan Berinvestasi,

e. Kerahasiaan Data Waijib Pajak.

f. Ketentuan Pidana.

BAB 1V
PAJAK DAERAH:

Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas;
a, PBB-P2;
b. BPHTB;
¢. PBJT atas:

1. makanan dan/atau minuman;

2. tenaga listrik;

3. jasa perhotelan;

4. jasa parkir; dan

5. jasa kesenian dan hiburan;
d. Pajak Reklame;
e PAT:
f. Pajak MBLE;
8. Pajak Sarang Burung Walet
h. Opsen PKB; dan
i, Opsen BENKB,

Pasal 5

Jenis Pajak vang dipungut berdasarkan penetapan Bupati
terdiri atas:

H. FEH*‘FE:

b. Pajak Reklame;

. PAT;

d: Opsen PKB; dan

e. Opsen BBNKB.

Pasal 6

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendin
oleh Waijib Pajak terdiri atas:
a, BPHTH;
h. PBJT atas;
1. makanan dan/atau minuman;
2. tenaga listrik;
3. jasa perhotelan;
4_ jasa parkir; dan
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5. jasa kesenian dan hiburan;
6. Pajak MBLEB; dan
7. Pajak Sarang Burung Waler,

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 7

Dhjek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang

pribadi atau Badan, kecuali kawasan vang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambarngan.

Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau

pengerukan.

Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara

lain:

a.jalan lingkungan vang terletak dalam satu kompleks
bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemenniya,
vang merupakan suafu kesatuan dengan kompleks
Bangunan tersebut;

b. jalan tol;

¢. kolam renang;

d. pagar mewah;

e. tempat olahraga;

f. galangan kapal, dermaga;

g. tarman mewah;

h, tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas,
pipa minyak; dan

i, menara dan sutet.

Yang dikecualikan dari obyek PBB-P2 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan,

dan fatau pemanfaatan atas:

‘a bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor
Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara
negara lainnya vang dicatat sebagai barang milik negara
atau barang milik Daerah;

b, bumi danjfatau Bangunan vang digunakan semata-
mata untuk melayani kepentingan umum di bidang
keagamaan, pantl sosial, kesehatan, pendidikan, dan
kebudavaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan;

c. humi dan/atau Bangunan yang semata-mata
digunakan wuntuk tempat makam (kuburan),
peninggalan purbakala, atau vang scjenis;

d. bumi vang merupaken hutan lindung, hutan suaka
alam, hutan wisata, taman mnasional, tanah




(1}

(2]

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah
negara yang belum dibebani suatu hak;

e. bumi dan/atay Bangunan yang digunakan oleh

perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik;

{. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan
atau Perwakilan Lembaga International yang ditetapkan
dengan Peraturan Menteri yang Menyelenggarakan
urusar Pemeriniahan dibidang Keuangan Negara;

g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, meda
raya terpadu (Mass Rapid Transif), lintas raya terpadu
|Light Rail Transit), atau vang sejenis;

h.bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lamnya
berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati; dan

i, bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi
dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 8

Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan
VANE Secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat

atas Bangunan.

Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atauy Badan
vang secara nvata mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan fatau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

Pasal 9
Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.,
NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan proses penilaian PBB-F2.
NJOP tidak kena  pajak  ditetapkan  sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap
Wajib Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak memililki atau menguasai lebih dari
satu objek PBBE-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP tidak
kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya
diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap
Tahun Pajak.
NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
setlap 2 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu
dapat ditetapkan setiap tahun sesual dengan
perkembangan wilayah Daerah Kabupaten.
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(6) NJOP sebagaimana dimaksud pada avat (1] ditetapkan
setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu
dapat ditetapkan setiap tahun sesual dengan
perkembangan wilavahnya.

(7) Ketentuan lebih Jlamjut mengenai penilaian PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan
menteri vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan negara mengenai penilaian PBEP2,

(8] Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20%
(dua puiuh persen) dan pahng tingm 100% ({seratus
persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena
pajak.

(9] Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada
avat (8) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan
mempertimbangkan, meliputi:

a, kenaikan NJOP hasil penilaian;
b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
c. klasterisasi NJOP dalam satu wilavah Kabupaten.

(10) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana
dimaksud pada avat (5] dan pertimbangan sebagaimang
dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati,

Pasal 10

(1) Tarif PEB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp.500.000.000.- (ima
ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0, 100%{nol koma
seratus persen) per tahun;

b, Untuk NJOP Rp.500.000.001,- (lima ratus juta satu
rupiah) sampal dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milvar
rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma seratus
dua puluh lima persen) per tahun;

¢, Untuk NJOP Rp.1.000.000.001,- {(satu milyvar satu
rupiah| sampai dengan Ep.2.000.000.000,- (dua milvar
rupiah) ditetapkan sebesar 0,200% (nol koma dua
ratus persen) per tahun; dan

d. Untuk NJOP lebih dari Rp.2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah) ditetapkan sebesar 0,300% [nol koma tiga ratus
persen| per tahun,

{2) Dalam hal obhjek pajak berupa lahan produksi pangan dan
ternak ditetapkan sebagai berikut:

a.Untuk NJOP sampai dengan Rp.500.000.800,- (lima
ratus juta rupiah)] ditetapkan sebesar 0,065% [nol koma
nol enam puluh lima persen) per tahun;

b.Untuk NJOP Rp.500.000.001,- (ima ratus juta satu
rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milvar
rupiah) ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh
puluh lima persen} per tahun;

c. Untuk NJOP Rp.1.000,000.001,- {satu milyar satu
rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- {dua milyar
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rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma seratus
dua puluh lima persen) per tahun; dan

d.Untuk NJOP lebih dari Rp.2.000.000,000,- {dua milyar
rupiah) ditetapkan sebesar 0,175% (nol koma seratus
tujuh puluh lima persen) per tahun,

(-3) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan vang
menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, kecuali
kawasan tanah produktif vang dikuasai oleh masyarakat
yang masih digunakan untuk kegiatan usaha pertanian,
maka dikenakan tambahan tarif sebesar 50 % (ima puluh
persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada aval (1), sehingga menjadi sebagai
berikut: _

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah| ditetapkan sebesar 0,1275% (nol
koma seribu  dua ralus (wjuh puluh lima persen) per
tahun;

b. Untuk NJOF Rp.500.000.001,- (lima ratus juta satu
rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah) ditetapkan sebesar 0,1875% (nol koma seribu
delapan ratus tujuh puluh lima persen) per tahun:

¢ Untuk NJOP Rp.1.000.000.001,- (satu milyar satu
rupilah} sampai dengan Rp.2.000.000.000,- {dua milyar
rupiah) ditetapkan sebesar 0,3000% [nol koma tiga ribu
persen) per tahun;

d. Untuk NJOP lebih dari Rp.2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah) ditetapkan sebesar 0,4500% (nol koma empat
ribu lima ratus persen) per tahun;

Pasal 11

Besaran pokok PBB-P2 vang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10.

Pasal 12

(1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya
kepemilikan, penpguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi
dan/atau Bangunan,

(2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang
terutang vaitu menurut keadsan objek PBB-P2 pada tanggal
1 Januari.

{3) Masa pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31
Desember pada tahun berkenaan.

(4) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah
vang meliputi letak objek PHB-P2.

(5] Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada avat (4) merupakan wilavah daersh




kabupaten tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut

berada:

a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di
atasnya, dan

b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan
perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung
dengan Bangunan vang berada di daratan, kecuali pipa
dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Pasal 13

(1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangumnarn. '
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
ﬁebﬂgmmana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemindahan hak karena:
1) jual beli;
2) tukar-menukar;
3) hibah;
4] hibah wasiat;
5] waris;
6] pemasukan dalam persercan atau badan hulkum lain;
T) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8] penunjukan pembeli dalam lelang;
0] pelaksanaan putusan hakim vang mempunyai
kekuatan hukum tetap;
10) penggabungan usaha;
11) peleburan usaha;
12) pemekaran usaha; atau
13) hadiah.

b. pemberian hak baru karena:
1) kelanjutan pelepasan hak; atau
2) di luar pelepasan hak,
{3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana
dimaksud pada avat (1] meliputi:

a. hak milik;

b. hak guna usaha;

. hak guna bangunarn;

d. hak pakai;

e, hak milik atas satuan rumah susun, dan

f. hak pengelolaan.

{4} Yang dikecualikan dari objek BPHTE adalah Perolehan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan: _

a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah,
penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yvang
dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik
Daerah:
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(2)

b.oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan
dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna
kepentingan umum;

c. untuk badan atau perwakilan lembaga intermmasional
dengan syaraf tidak menjalankan usaha atau melakukan
kematan lain di luar fungsi dan tugas badan atau
perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan
peraturan menteri yang membidangi keuangan;

d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan
-asas perlakuan timbal balik;

e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau
karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanva
perubahan nama; _

f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf,

g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk
kepentingan ibadah; dan

h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria pengecualian objek BPHTB bapi masyaraksat
berpenghasilan rendah sebagaimana dimalksud pada ayat (4)
huruf h yaitu untuk kepemulikan rumah pertama dengan
kriteria tertentu vang ditetapkan oleh Bupati.
Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5]
diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan
pembangunan dan perolehan rumah bagi masvarakat
berpenghasilan rendah vang diatur menteri  yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 14

Subjek Pajak BPHTB vaitu orang pribadi atau Badan vang
memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Wajib Pajak BPHTB vaitu orang pribadi atau Badan yang
memperoleh Hak atas Tanah dan/fatau Bangunan.

Pasal 15

Dasar pengenaan BPHTB yvaitu nilai perolehan objek pajak
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
vang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada

avat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. harga transaksi untuk jual beli; _

b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat,
warig, pemasukan dalam persercan atau badan hukum
lainnya, pemisahan hak vang mengakibatkan peralihan,
peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru
atas teanah sebagai kelanjuian dan pelepasan hak,
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pembenan hak baru atas tanah di luar pelepasan hak,
penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran
usaha, dan hadiah; dan

¢. harga transaks yang tercantum dalam rsalah lelang
untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

{(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) tidak diketahui atau lebih rendah
daripada NJOP yvang digunakan dalam pengenaan PBB-F2
pada tahun tenadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTE
vang digunakan yakni NJOP wyang digunakan dalam
pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya
perolehan.

(4] Besarnyva Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
ditetapkan sebesar Rp.:80,.000.000,00 (delapan puluh juta
rupiah) untuk setiap Wajib Pajak di wilayvah Daerah,

(3) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
untulk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2] huruf a
angka 4 dan angka 5 vang diterima orang pribadi vang masih
dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah
dengan  pemberi  hibah  wasiat, termasuk  suami/istrd,
ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tHpa ratus juta
rupiahj.

Pasal 16
Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pa=al 17

Besaran pokok BPHTB yvang terutang dilitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan BPHTB  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1] setelah dikurang nilai
perolehan objek pajak ddak kena pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau avat (53], dengan tanf
BPHTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

{1] Saat terutangnya terutangnya BPHTRE ditetapkan pada saal
terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan
ditetapkan:

4. pada tanggal dibuat dan ditanda tanganinya perjanjian
pengikatan jual beli untuk jual beli;

b, pada tanggal dibuat dan ditanda tanganinya akta untuk
tukar-menukar; hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam
persercan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak
vang mengakibatkan peralthan, penggabungan usaha,
peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
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c. pada tanggal penerima waris atau vang diberi kuasa oleh
penerima  waris mendaftarkan  pera-lihan haknya ke
kantor bidang pertanahan untuk waris;

d.pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian
hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai
kelanjutan dari pelepasan hak;

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian
hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak;

g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang,

(2) Dalam hal jual beli tanah danfatau Bangunan tidak
menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB
untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual
beli.

(3) BFHTB vang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya
perolehan dimaksud pada ayat (1).

(4] Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor vang
membidangi pelayanan lelang Negara melaporkan pembuatan
akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya,

|5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bapi
peiabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Feraturan Bupati.

Pasal 19

BEPHTBE yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat
tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Keempat
PBJT

Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau
konsumsi barang dan jasa tertentu vang meliputi:

a. makanan dan/ atau minuman;

l. tenaga Listrik;

c. jasa Perhotelan;

d. jasa Parkir; dan

e. jasa Kesenian dan Hiburan.

Paszal 21

(1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau
minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a
meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
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a. Kestoran yang pahng sedikit menyediakan layanan
penyajian Makanan dan/atay Minuman berupa meja,
kursi, dan fatau peralatan makan dan minum:

b. penvedia jasa boga atau katering yang melalkukan:

1} proses penvediaan bahan baku dan bahan setengah jadi,
pembuatan, penyimpanan, serta penvajian berdasarkan
pesanan;

2} penyajian di lokasi yang diinginkan eleh pemesan dan
berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan
penyimpanan dilakukan; dan

3} penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan
petugasnya.

Yang dikecualikan danr obick PBJT sebagaimana dimaksud

pada avat (1} vaitu penyverahan makanan dan/atau minuman:

a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) perbulan.

b. dilakukan oleh toko swalavan dan sejenisnya vang tidak
semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;

¢, dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau

d. disediakan oleh penyedia fasilitas vang kegiatan usaha
utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat
(lounge) pada Bandar udara.

Pasal 22

Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna
akhir.

Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana

dimaksud pada avat (1), meliputi:

a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah,
Pemerintah Daerah, penyeléenggara negara lainnya dan
tempat yang digunakan oleh kedutaan, kosolat serta
perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo,
panti asuhan, dan panti gosial lainnya vang sejenis;

¢. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan
kapasitas tertentu vang tidak memerlukan izin dar
instansi teknis terkait; dan

d. konsumsi Tenaga Listrik lainnya vang diatur sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasgal 23

Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
huruf ¢ meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fagilitas
penunjangnya, seria penyewaan ruang rapat/pertemuan
pada penyedia jasa perhotelan seperti:

a. hotel;




k. hostel;
c. vila;
d. pondok wisata;
e. motel;
. losmen;
E. wisma pariwisata;
h. pesanggrahan;
i. rumah penginapan/ guesthouse/ bungalo/ resort/ cottage;
j. tempat tinggal pribadi vang difungsikan sebagai hotel; dan
k. glamping.
(2] Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) meliputi:
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti
jompo, pant asuhan, dan panti sosial lainnva vang sejenis;
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan
keapamaan;
d. asa biro perjalanan atau perjalanan wisata, dan
e, jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 24

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d
meliputi:

a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau

b. pelavanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

{#) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir
sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi:

a. jasa tempat parkir vang diselenggarakan oléh Pemerintah
dan Pemerintah Daerah;

b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan pleh perkantoran
vang hanva digunakan untuk karyawannya sendiri;

c. jasa tempat parkir vang diselengarakan oleh kedutaan,
korsulat, dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal
balik.

d.jasa rempat parkir lainnya vang diatur sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan,

Pasal 25

{1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 huruf e meliputi: _

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnva
vang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi
tertentu,

b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

¢. kontes kecantikan;




. kontes binaraga;

. PRIMErAN;
pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor,

. permainan ketangkasan;
olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang
dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan
kebugaran;

J. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan,
wahana budayva, wahana salju. wahana permainan,
pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

I. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

{2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] yakni Jasa Kesenian
dan Hiburan yang semata-mata untuk:

a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut
bavaran; '

b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut
bayaran; dan/atau

¢, bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan

oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Daerah vang tidak dipungut bayaran.
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Pasal 26

(1) Subjek Pajak PBJT vaitu konsumen barang dan jasa tertentu.

{2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang
melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi
barang dan jasa tertentu.

Pasal 27

(1} Dasar pengenaan PBEJT yaitu jumlah vang dibayarkan oleh
konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:

a. jumlah pembayaran yang diterima cleh penyedia Makanan
dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau
Minuman;

b. nilad jual Tenaga Listrik untuk PEJT atas Tenaga Listrik;

¢. jumlah pembayvaran kepada penyedia Jasa Perhotelan
untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara
tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan
kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

e. jumlah pembayaran yvang diterima oleh penyelenggara Jasa
Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan
Hiburan.

(2) Dasar pengenaan PBJT Makanan dan/ atau Minuman adalah
penjualan dan/atau penverashan Makanan dan/atau

Minuman dipungut atas setiap pelavanan vang disediakan
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dengan pembayaran atas Penjualan dan/atau penyerahan

Makanan dan/atau Minuman .

(3) Dasar Pengenaan PBJT Konsumsi Tenaga Listrik adalah Nilai
jual tenaga listrik

(4} Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
ditetapkan:

a, dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan
pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan
biava beban/tetap ditambah dengan biaya pemaksinan
kwh /variable vang ditagihkan dalam rekening listrik; dan

b. dalam hal tenaga listnik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga
listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat
penggunanaan listrik, janghka waktu pemakain listrik, dan
harga satuan listrik vang berlaku di kKabupaten Tapanuli
Tengah.

(5) Milai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b ditetapkan untuk:

a. Tenaga Listrik yang berasal dar sumber lain dengan
pembayaran; dan

b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendin

(6) MNilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik
vang berasal dari sumber lain dengan pembayaran
sehagaimana dimaksud pada ayat (1] huraf a, dihitung
berdasarkan:

a. Jumlah tagihan biaya/beban teiap ditambah dengan
biaya pemakaian kWh/variabel vang ditagihkan dalam
rekening listrik, untuk pascabayar; dan

b. Jumliah pembelian Tenaga Listrik untuk prabavar,

(7} Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik
vang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dihitung berdasarkan:

a. kapasitas tersedia;

b. tmgkat penggunaan Ustrik;

¢. jangka wakiu pemakaian listrik; dan

d. harga satuan lstrik vyang Dberlaku di  wilayah
Daerah. jumiah pembelian Tenaga  Listrik  untuk
prabayar,Dasar pengenaan PEJT Jasa Kesenian dan
Hiburan adalah jumalah uang vang diterima atau yang
seharusnyva diterima oleh penyvelengearan jasa Kesernian
dan hiburan.

(8) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik
vang berasal dari sumber lain dengan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan ketentuan
tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
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{3}, penvedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan
penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik

uniuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau
diserahlan.

Jumlah wuang vang seharusnva diterima  sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) termasuk potongan harga jasa
kesenian dan hiburan serta tiket cuma-cuma vang diberikan
kepada penerima jasa kesenian dan hiburan

Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung
berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku
di wilayah Daerah yang bersanghkutan.

Pagal 28

Tarif PBJT dari Penjualan danfatau penverahan Makanan

dan/atau Minuman ditetapkan 10% {sepuluh persen)

Tarif PBJT dari Kensumsi Tenaga Listrik ditetapkan:

a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh insdustr,
pertambangan minvak bumi dan gas alam ditetapkan
sebesar 3% (tiga persen);

b. konsumsl tenaga listrik dari sumber selain vang diatur
pada ayat (2) huruf a tarif PBJT tenaga listrik ditetapkan
gebesar 10% (sepuluh persen); dan

¢, konsumsi tenaga listrik vang dihasilkan sendiri ditetapkan
1,5 % (satu koma lima persen).

Tarif PBJT dari Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10%

[sepuluh persen).

Tarif PBJT dari Jasa parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh

persen|.

Tarif PBJT dari jasa kesenian dan hiburan ditetapkan:

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnva
yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi
tertentu 109 (sepuluh persen);

b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana:

1) pagelaran kesenian tradisional 5% (lima persen);
2| pagelaran kesenian modern 10% (sepuluh persen);
3} musik 10% (sepuluh persen); dan

4) busana 102 (sepuluh persen),

kontes kecantikan 10% (sepuluh persen);

. kontes binaraga 10% (sepuluh persen) ;

. pameran 10% (sepuluh persen);

pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap 10% (sepuluh

PETrSen);

e -
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g, pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor 10%
[sepuluh persen);

h, permainan ketangkasan 10% {sepuluh persen);

i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang
dan fatau peralatan dan perlengkapan untuk olahrags dan
kebugaran 10% [sepuluh persen};

j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan,
wahana budaya, wahana salju, wahana permainan,
pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang 10%
{sepuluh persen):

k. pant pijat dan pijat refleksi 10% (sepuluh persen);

1. diskotek, karaocke, kelab malam, bar 60% (enam puluh
persen); dan '

m.mandi uap/spa 40% (empat puluh persen).

Pasal 29

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 dengan tanif PBJT sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28.

PBJT vang terutang dipungut di wilayah tempat penjualan,

penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu

dilakukan.

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

. ]::El::ﬂ::ﬂ]rarﬂ.n atau penyerahan atas Makanan dan/atau
Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk
PBJT atas Tenaga Listrik;

¢, pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk
PEJT atas Jasa Perhotelan;

d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyvediaan
tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parlkir; dan

e, pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan
hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan,

Pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan

untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Masa PBJT

adalah jangka waktu vang lamanya 1 {satu) bulan kalender,
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Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 30

(1} Objek Pajak Reklame jyaitu semua penyelenggaraan Reklame,
{2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
meliputi:

a. reklame papan [/ billboard /videotron/megatron;

b. reklame kain;

c. reklame melekat /stiker;

d. reklame selebaran;

e. rellame berjalan, termasuk pada kendaraan;

f. reklame udara;

g. reklame apung;

h. reklame film/ slide; dan

i, reklame peragaan,
{3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio,
warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan
sejenisnya;

b. label/merek produk yang melekat pada barang vang
diperdagangkan, vang berfungsi untuk membedakan dari
produk sejenis lainnya;

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat
pada bangunan dan /atau di dalam area tempat usaha atau
profesi vang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya
diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada
ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha
atau profesi tersebut;

d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah;

e. reklame vang diselenggarakan dalam rangka kegiatan
politik, sosial, dan keagamaan vang tidak disertal dengan
iklan komersial.

Pasal 31
(1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang
menggunakan Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yeng
menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame,
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(2] Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai
sewa Heklame sebagaimana dimaksud pada avat (1)
ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa
Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan memperhatikan faktor
a. jenis;

b, bahan yvang digunakan;

c. lokasi penempatan;

d. waktu penayangan;

€. jangka waktu penyelenggaraan;
f. jumlah; dan

g. ukuran media Reklame,

(4] Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada
avat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai
sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor
sebagaimana dimaksud pada avart (3],

(5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada
avat (3] ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarifl Pajak Reklame ditétapkan sebesar 25 % (Dua Puluh
Lima Persen).

Pasal 34

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan Pajak  Reklame
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan tarif Pajak
Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,

(2} Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya
penyelenggaraan reklame.

(3) Pajak Reklame vang terutang dipungut di wilayah Daerah
tempat Reklame tersebut diselenggarakan,

(4} Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat {2) huruf e, Pajak Reklame vang terutang
dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penvelenggara
Reklame terdaftar.

(3) Tahun pajak reklame permanen adalah 1 (satu) tahun
kalender.

{6) Masa pajak reklame insidenti]l ditetaplkan berdasarkan jangka
walttu lamanya.
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Bagian Keenam
PAT

Pasal 35

(1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah.
{2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk;
. keperluan dasar rumah tangga;
b: pengairan pertanian rakyat;
c. perikanan rakyat;
d. peternakan rakyat,
e. keperluan keéagamaan, dan
f. kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Pasal 36

(1) Subjek PAT vaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

{2} Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan vang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

(1} Dasar pengenaan PAT vaitu nilai perolehan Air Tanah.

{2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot
Air Tanah,

(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
ditetapkan  berdasarkan  biava  pemelharaan  dan
pengendalian sumber dava Air Tanah.

(4] Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada avat (2]
dinvatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-
faktor berikut:

Jenis sumber air;

Lokasi sumber air;

Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air,

Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan

Kualitas air; dan
f. Tingkat Kerusakan lingkungan vang diakibatkan olch

pengambilan dan/atau pemanfaatan air

(5) Besarnva nilai perolehan Air Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air
Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur

R o

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (Dua Puluh Persen).
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Pasal 39

(1) Besaran pokok FPAT vang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (1] dengan tarif PAT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38.

(2) PAT vang terutang dipungut di wilavah Daerah tempat
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

{3) Saat terutangnva PAT dihitung sejak pengambiian dan/ atau
pemanfaatan Air Tanah,

{4) Masa pajak air tanah adalah jangka waktu yang
lamanya 1(satu) bulan kalender, ' '

Bagtan Ketujuh
Pajak MBLB
Pasal 40

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB vang
meliput::
a. asbhes;
b. batu tulis; .
c. batu setengah permata;
batu kapur,
batu apung;
batu permata;
bentonit;
dolomit;
feldspar,
param batu (halite);
grafit; _
granit/andesit;
- gips;
kalsit;
kaalin;
leusit;
magnesit;
mika;
marmer;
nitrat;
obsidian;
oker;
pasir dan kerikil;
pasir kuarsa;
perhit;
fosfat;
. talk; _
, tanah serap (fullers earth);
. tanah diatom;
. tanah liat;
. tawas (alum);

P
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ff. tras;

gg. varosit;

hh. zeolit;

ii. basal;

ii. trakhit;

kk. belerang;

. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan

mm. MBLE lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana

(1)
2]

(1}
2]

(3}

()

(1)

dimaksud pada avat (1), meliputi pengambilan MBLB:

a. untuk  keperluan rumah  tangga dan  tidak
diperjualbelikan /dipindahtangankan; dan

b.untuk keperluan pemanecangan tiang listrik/telepon,
penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnyva vang
tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

FPasal 41

Subjek Pajak MBLB vaitu orang pribadi atau Badan vang
mengambil MBLEB,
Wajib Pajak MBLEB vaitu orang pribadi atau Badan vang
mengambil MBLB,

Pasal 42

Dasar pengenaan Pajak MBLE wvaitu nilan jual hasil
pengambilan MELB.

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada avat (1) dihitung
berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB
dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB,

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung
berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada
mulut tambang vang berlaku di wilayah Daerah vang
bersangkutan,

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua
puluh persen).

Pazal 44

Besaran pokok Pajak MBLB vang ferutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

(2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinva
pengambitan MBLB di mulut tambang.

(3) Pajak MBLB vang terutang dipungut di wilavah Daerah
tempat pengambilan MBLB.

(4] Masa pajak MBLEB adalah jangka waktu yang lamanva
1 (satu) bulan Kalender.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet
Pasal 45

(1) Objek FPajak Sarang Burung Walet waitu pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet,

(2] Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet
sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah pengambilan
sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan
negara bukan pajak.

Pasal 46

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau
Badan vang melakukan  pengambilan dan/atau
mengusahakan sarang Burung Walet,

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau
Badan vang  melakukan pengambilan  dan/atau
mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 47

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual
sarang Burung Walet.

(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran
umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan
volume sarang Burung Walet;

Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10%
(sepuluh persen).

Pasal 49
{1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak
Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
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dengan tanf Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48

(2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada
saat terjadinva pengambilan dan/atau pengusahaan sarang
Burung Walet.

Bagian Kesembilan

Crpsen
Pasal 50
(1) Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari
d. PKB; dan
b. BENKB.

(2} Dasar pengenaan untuk Opsen PKEB merupakan PKB
terutang.

[3} Dasar pengenaan uniuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB
terutang.

Pasal 51

(1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajb PKB.

(2} Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan
pemungutan Pajak terutang dan PRB.

(3} Wajib Pajak Opsen BENKB merupakan Wajib Pajak BENKB.

(4) Pemungutan Opsen BENKB dilakukan bersamaan dengan
pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 52

(1) Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
b. Opsen BEBNKB sebesar 66% {enam puluh enam persen)
vang dihitung dari besaran pajak terutang.

(2] Besaran pokok Opsen PKB vang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKE dengan tarnif
Cpsen PKB.

|3) Saat terutang Opsen PKB ditctapkan pada saat terutangnva
PKB.

(4] Opsen PKB yvang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat
kendaraan bermotor terdaftar.

(5] Besaran pokok Opsen BENKB yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKE dengan tarif
Opsen BBNKB.

(6] Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat
terutangnyva BEBNKB.

(T) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah
tempat kendaraan bermotor terdaftar.
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Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
untuk Kegiatan yvang Telah Ditentulan
Pagal 53

(1} Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 5 huruf d, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh
persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan
serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

(2] Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 2, dialokasikan paling
sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan
jalan umum.

{3} Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] meliputi penvediaan dan
pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta
pembayaran biava atas konsumsi Tenaga Listrik untuk
penerangan jalan umuom.

(4} Hasil penernimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf ¢ , dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen)
untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan
pencemaran danfatau kerusakan lingkungan hidup dalam
Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air
Tanah, meliputi:

a. penanaman pohon;

b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
¢, pelestarnan hutan atau pepohonan; dan
d. pengelolaan limbah.

BAB V
RETRIBUS]
Bagian kesatu
Jenis dan Objek Retribusi
Pasal 54

(1] Jenis Retribusi terdin atas:
a. retribusi Jasa Umum;
b. retribusi Jasa Usaha; dan
¢. retribusi Perizinan Tertentu.

(2] Objek Retribusi adalah penyvediaan/pelavanan barang
dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang
pribadi atau Badan oleh Pemierintah Daerah.

(3} Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan vang
menggunakan /menikmati pelavanan barang, jasa, dan/ atau
perizinan. _

(4} Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
membayar atas layanan yang digunakan /dinikmat.
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Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 55

(1) Jenis pelavanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umium

meliputi:

a. Pelayanan kesehatan;

b. pelayanan kebersihan;

c. pelavanan parkir di tepi jalan umum; dan
d. pelayanan pasar.

(2) Subjek Retnbusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau
Badan yvang menggunakan atau menikmati pelayvanan Jasa
Umum.

(3} Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau
Badan yang menurut peraturan perundang-undangan
diwajibkan umtuk melakukan pembavaran Retribusi atas
pelavanan Jasa Umum.

(4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada avat (1) disediakan
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan
pelayanan vang diberikan dan kewenangan Daerah
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan,

(3} Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
pelavanan yang diberikan oleh BLUD.

(6} Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD
sebagaimana dimaksud pada avat (4), diatur dalam Peraturan
Bupati seaual denpgan ketentuan peraturan
perundangundangan.

{7] Detail nncian objek Retribusi yvang diatur dalam Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud pada avat (6) dilaksanakan
dengan ketentuan:

a. hidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan vang lebih tinggi:

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c: tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(8] Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada avat (5)
disampaikan kepada Menteri vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling larmbat 7 {tujuh)
hari kerja sejak Peraturan Bupat ditetapkan,

{9) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah pelavanan jasa
vang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
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_Bagian Ketiga
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 56

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung
dengan cara mtngmlikan tingkat penggunaan jasa dengan
taril Retribusi,

Pasal 57

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 merupakan jumlah penggunaan jasa yang
dijadikan dasar alokasi beban biava yang dipikul Pemerintah
Draerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan,

Pasal 58

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa
Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan
jasa vang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek
keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan
tersebut.

(2} Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa
Umum vang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai denpan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 59

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung
besarnya Retribusi yang terutang.

Pasal 60

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat
(1} dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian, tanpa melakukan
penambahan objek Retribusi.

{3) Tarf Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada
avat (2] ditetapkan dengan Peraturan Bupah.
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Bagian Keempat
Retribusi Jasa Umum
Paragraf 1
Retribusi Jasa Umum berupa Pelayanan Kesehatan

Pasal 61

(1) Pelavanan kesehatan merupakan pelavanan kesehatan di
puskesmas, puskesmas kehliling, puskesmas pembantu, balai
pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat
pelayanan kesehatan lainnya vang sejenis vang dimiliki
dan fatau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelavanan
administrasi.

(2] Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur
berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelavanan, dan/atau
jangka waktu pelayanan.

Paragral 2
Retribusi Jasa Umum berupa Pelavanan Kebersithan

Pasal 62

(1] Pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan
vang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

a, pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke
lokasi pembuangan sementara,

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi
pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir
-sampah /pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

¢. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau
pemusnahan akhir sampah;

d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

e pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan
industri. '

(2] Dikecualikan dari pelavanan kebersihan vaitu pelavanan
kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan
tempat umum lainnya.

(3] Tingkat pengeunaan jasa atas pelayvanan kebersihan diukur
berdasarkan jenis pelavanan, frekuensi pelayanan, volume
dan/atau jenis sampah atau imbah kakus atau hmbah cair,

{4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan
Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupatfi.

Paragral 3
Retribusi Jasa Umom berupa
Pelayanan Parkar di Tepi Jalan Umum

Pasal 63

AVANAN Par i tepi jalan umum rmeru penyediaan
(1) Pel leir oi i jal pakan edi
pelayvanan parlar di tepi jalan umum vang ditentukan oleh




= okl =

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,

(2] Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan
umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau
kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka
waktu pemakaian tempat parkir.

Paragraf 4
Retribusi Jasa Umum berupa Pelayanan Pasar
FPasal 64

(1) Pelayanan pasar merupakan penvediaan fasilitas pasar
tradisional /sederhana berupa pelataran, los, dan kios vang
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar diukur
berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian
fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar,

Pasal 65

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan
darl Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang
merupakan objek Retribusi Jasa Usaha, meliputi:

a. pemanfaatan aset Daerah yang tdak mengganggu
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah
dan /atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak;
penyvediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan /vila;
pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
pelayanan tempat rekreas:, pariwisata; dan olahraga;
Penyediaan tempat kegatan usaha berupa pasar grosir,
pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya,

g. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi,
dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnva dalam
lingkungan tempat pelelangan;

h. pelavanan jasa kepelabuhanan;

i. penjualan hasil produksi usaha Pemenintah Daerah.

(2] Dikecualikan dar objek jenis Retribusi Jasa Usaha
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa
vang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasia.

{3} Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau
Badan vang menggunakan atau menikmati pelayvanan Jasa
Usaha.

[4) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau
Badan vang menurut peératuran perundang-undangan
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diwajibkan untuk melakukan pembavaran Retribusi atas

pelayanan Jasa Usaha.

Fenyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada avat

(1] disediakan atau diberikan oleh Pemeriniah Daerah

berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan

kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

peiavanan vang diberikan oleh BLUD.

Detail rincian objek atas pelayvanan vang diberikan oleh BLUD

sebagaimana dimaksud pada ayat (4], diatur dalam Peraturan

Bupati Se8UA] dengan ketentuan peraturan

perundangundangan.

Detail rincian objek Retribusi yvang diatur dalam Peraturan

Bupati sebagaimana dimaksud pada avat (7) dilaksanakan

dengan ketentuan:

a. tdak Dbertentangan dengan peraturan perundang-
undangan vang lebih tinggi;

h. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

¢. tidak menimbulkan ekonomi biava tinggi,

Tingkat penggunaan jasa atas pelavanan Jasa Usaha

merupakan jumiah penggunaan jasa vang dijadikan dasar

alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk

menyelenggarakan jasa yang bersangkutan,

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5]

disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 {tujuh)

hari kerja sejak ditetapkan.

Paragraf 5
Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah

Pasal 67

Pemanfaatan aset Daerah vyang tidak mengganggu
penvelenggaraan fugas dan fungsi Perangkat Daerah
dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah
status kepemilikan termasuk pemanfaatan barang mihk
daerah sesuai dengan kerentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Tingkat penggunaan jasa atas pemanfaatan aset Daerah
diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan,
frekuensi pelayanan, dan/atau jangka wakiu pemanfaatan

aset Daerah.
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Paragral 6
Retribusi Jasa Usaha berupa Penyediaan
Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

FPaszal 68

(1} Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan
jalan vang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

(2} Tingkat penggunaan jasa atas Penyvediaan Tempat Khusus
Parkir di Luar Badan Jalan diukur berdasarkan jenis
kendaraan, frekuensi pelavanan, dan/atau jangka waktu
pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

3
Retribusi Jasa Usaha berupa Penyediaan
Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

Pasal 69

(1) Penyediaan  tempat  penginapan/ pesanggrahan fvila
merupakan penyvediaan tempat pcnginapaufpeﬂangg__mhanf
villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

{2} Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat
Penginapan / Pesanggrahan /Villa diukur berdasarkan jenis
fasilitas, frekuensi pelayanan, danfatau jangka wakiu
pemakaian fasilitas tempat penginapan / pesanggrahan / vila.

Paragrafl 8
Retribusi Jasa Usaha berupa
Pelavanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 70

(1} Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan
pelavanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak
termasuk pelavanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum
dan sesudah dipotong, vang disedigkan, dimilild, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah,

(2} Tingkat penggunaan jasa Pelavanan Rumah Pemotongan
Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis
pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu
pemakaian fasilitas rumah potong hewan.
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Paragraf 9

Eetribusi Jasa Usaha berupa Pelayanan Tempat Rekreasi,
Pariwisata dan Olahraga

Pasal ¥1

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
merupakan pelayanan tempat rekreasi, parwisata, dan
olahraga yang disediakan, dimiliki, danfatau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

Tingkat penggunaan jasa Pelavanan Tempat Rekreasi,
Pariwisata dan Olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas,
frekuensi pelavanan, dan/atau jangka waktu pemakaian
fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

Pasal 72

Penyediaan tempat keglatan usaha berupa pasar grosir,
pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnyva merupakan
penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar
grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan vang dikontrakkan,
serta termnpat kegiatan usaha lainnva vang
dhisediakan /diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat kegiatan
usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi
pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasihtas pasar
grosir, pertoloan, dan/atau tempat usaha lainnyva,

Pasal 73

Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan
hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan
tempat pelelangan merupakan penvediaan tempat pelelangan
vang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah
untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan
hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnva
vang disedialkan di temnpat pelelangan.

Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh
Pemerintah Daerah dar pihak lain untuk dijadikan sebagai
tempat pelelangan.

Tingkar penggunaan jasa atas penyediaan tempalt pelelangan
diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi
pelavanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas
ternpat pelelangan.
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Pasal 74

Pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan pelayanan
kepelabuhanan pada pelabuhan vang disediakan, dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tingkat penggunaan pelayanan atas jasa kepelabuhan diukur
berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian
fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume
penggunaan pelayanan.

Pasal 75

Penjualan hasil produksi usaha Pemernintah Daerah
merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh
Pemerintah Daerah.
Tingkat penggunaan jasa atas penjualan produksi usaha
Daerah diukur berdasarkan jenis dan fatau volume produbos
usaha Daerah.

Pasal 76

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi
Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang
lavalk.

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan
Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan beronentasi
pada harga pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Hetribusi Jasa
Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai BLLD,

Pasal 77

Besaran Retribusi Jasa Usaha vang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 dengan tarif Retribusi.

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum
dalam Lampiran |1 vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tga) tahun
sekali.

Peninjauan tanf Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
{3} dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian, tanpa melakukan
penambahan objek Retribusi Jasa Usaha,

Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada
avat (3] ditetapkan dengan Feraturan Bupat.
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Pasal 73

{1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek

12

(3]

()

(3]

16)

(7

i1
(2]

(3]

Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

a. PBG; dan

b. penggunaan tenaga kerja asing.

Jenis pelayanan pemberian izin vang merupakan objek
Retribusi Perizinan Tertentu vang tidak dipungut yaitu
FPengelolan Pertambangan Rakyat.

Pelavanan sebagaimana dimaksud pada avat (1] disediakan
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan
kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dikecualikan dari ohjek jenis Retribusi Perizinan Tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] adalah pelayanan
perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak
swasta.

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang
Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati
pemberian Perizinan Tertentu.

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi
atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan
diwajibkan untuk melakukan pembavaran Retmbusi atas
pemberian Perizinan Tertentu.

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu
merupakan jumlah penggunaan jasa vang dijadikan dasar
alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk
menyelenggarakan jasa vang bersangkutan.

Paragrafl 10

Retribusi Perizinan Tertentu berupa
Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 79

Persetujuan bangunan gedung meliputi penerbitan
persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi,
Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelavanan
sebagaimana dimaksud pada avat (1), yaitu pemberian izin
persetujuan bangunan milik Pemenntah, Pemerintah Daerah,
pemerintah desa atau untuk bangunan vang memiliki fungsi
Keagamaan.

Tingkat penggunaan jasa atas pelavanan perizinan tertentu
untuk pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yvang
mencerminkan biaya penvelenggaraan penyediaan
pelayanan.




. 43 .

Paragraf 11

Retribusi Perizinan Tertentu berupa
Penggunaan Tenaga Kega Asing
Pasal B0

(1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing merupakan
pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja
asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

(2] Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan
tenaga kerja asmg oleh mstansi pemerintah pusat, perwakilan
negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga
keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu
untuk pelayanan penggunaan tenaga kera asing diukur
berdasarkan frekuensi penyediaan pelayvanan dan/atau
jangka waktu pelavanan.

Pasgal &1

i1} Prinsipdan sasaran dalam penetapan besarnva tarif Retribusi
Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup
sebhagian atau seluruh biayva penyelenggaraan pemberian izin
yvang bersangkutan.

(4] Biaya penvelenggaraan pembenan izin  sebagaimana
dimaksud pada avat (1) meliputi biava penerbitan dolkumen
izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan,
dan fatau biava dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

(31 Pelavanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat
{1} huraf a, biava penyelenggaraan layanan mengacu pada
ketentuan  peraturan  perundang-undangan mengenai
Bangunan Gedung.

(4] Pelavanan pengesahan rencana penggunasn tenaga kerja
asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
avat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin
mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengendl
penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 82

(1] Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dengan tarnf
REetribusi.

|2} Khusus untuk Retmibusi Penzinan Tertentu atas pelayanan
PBC, besaran Retribusi vang terutang dihitung berdasarkan
perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan
pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
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(3} Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada

(1)
(2]

(3

ayat (2] terdiri atas:
a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

Pasal 83

Tanif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk
menghitung besaran Retribusi vang terutang,

Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat
(1] dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah,
pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan
dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs
vang ditetapkan oleh menteri yang menyvelenggarakan Urusan
Pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan
perpajakan.

Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu
tercantum dalam Lampiran [l vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

(4} Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun

(5}

(&)

(7}

(&)

f1)

{2)

(3]

sekall,

Peninjauan taril Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4] diakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian, tanpa melakulan
penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

Peninjauan besaran tarf Retmbusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] khusus pelayanan PBG hanya dilakukan
terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau
SHST dan Indeks Lokalitas.

Peninjauan besaran taril Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayvat (3) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan
terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau
SHST dan Indeks Lokalitas,

Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimans dimaksud pada
ayat (6] dan avat (V) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 84

Pemanfazatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi
diutamakan untuk mendanar kegiatan vang berkaitan
langsung dengan penyelenggaraan  pelavanan  yang
bersangkutan.

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi vang dipungut dan
dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan wuntuk
mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD,
Ketenituan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2]
diatur dengan peraturan Bupati,
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BARB VI

TATA CARA FEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

(1)

(2]

(3]

Permnungutan Pajak
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal B5

Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan

Retribusi.

khetentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan

Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1] mebputi

pengaturan mengensai: ' '

pendaftaran dan pendatsan;

penetapan besaran Pajak dan Retmbusi terutang;

pembayaran dan penyetoran;

pelaporan;

pengurangan, pembetulan; dan pembatalan ketetapan;

pemeriksaan Pajak;

penagiban Pajak dan Retribusi;

keberatan;

gugatan;

penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati;

dan

K. pengaturan lain vang berkaitan dengan tata cara
pemungutan Pajak dan Retribusi

Pembayvaran dan Penvetoran Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

dilakukan melalui system pembavaran berbasis elektronik.

&

Feomome B p

T
-

(4) Dalam hal system pembayaran berbasis elektronik belum

tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan
melaluipembayaran tunai.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak

(1]

(2)

(3)

dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pa=al B6

Wajib Pajak untuk jenis Pajak vang dipungut berdasarkan
penetapan Bupati dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak vang
dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib mendaftarkan diri
dan fatau objek Pajaknva kepada Bupat atau Pejabat yang
ditunjulk.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada
Wajib Pajak diberikan satu NPWPD vang diterbitkan oleh
Pejabat vang ditunmjuk.

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang
diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.




(4

(3]

(1)

(2}

&)

|4)

3}

(1]
{2
(3}

()

(3)
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Bupati atau Pejabat vang ditunjuk melakukan pendataan
Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh,
melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan fatau
Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk
keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan
pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da avat (4)
diatur dengan peraturan Bupati.

Penetapan Pajak
Pasal 87

Bupati atau Pejabat yvang ditunjuk menetapkan FPajak
terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak dengan
menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan,
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2
terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak dengan
menggunakan SPPT.

Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran, Bupati
atau Pejabat yvang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau
dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara
jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh
Daerah.

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan
lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari
jumiah Pajak vang dihitung berdasarkan surat pendaftaran
ohiek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupatl atau Pejabat vang ditunjuk
dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan
SKFPD atau dokumen lain vang dipersamakan.

Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat {1}, avat (2}, dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5
(lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

Pernbayaran dan Penyetoran
Pasal 83

Pemungutan Pajak dilarang diboronghkan.

Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak
vang terutang dengan menggunakan SSPD,

Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud
pada avat (2] dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis
elektronik.

Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum
tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan
melalui pembayaran tunai.

Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau
penvetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yvang dipungut
berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 paling lama:

a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan

b. 6 (enam) bulan sejak tanggal penginman SPPT




()

17]

18]

(9
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Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau
penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yvang dipungut
berdasarkan penghitungan senditi  oleh Wajnb Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama 10 (sepuluh)
han kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat
pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat
(6], Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga
sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang vang
tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal
jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat] bulan
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 {satu) bulan dan
ditagih dengan menggunakan STPD.

Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 1 berdasarkan

nilai perolehan objek Pajak.

Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian

pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli

mengakibatkan:

a. jumlah BPHTE lehih dibayar atau tidak terutang, Wajib
Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran BPHTB; atau

b. jumilah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan
pembayvaran kekurangan dimaksud.

(10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB scbagaimana

(1}

(2}

13

(4)

15]
(E]

dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat
dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Kewajiban Pengsian dan Penyampaian SPTPD
Pasal 89

Wajib Pajak untulk jenis Pajak yvang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 wajib mengisi SPTPD.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) mencakup
seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
terutang vang telah dibayar oleh Wajib Pajak,

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis
Pajak dalam satu masa Pajak.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) disampaikan
kepada Bupati setelah berakhirmya masa Pajak dengan
dilampiri 33PD sebagai bukt pelunasan Pajak.

Khusus untuk BPHTE, S3SPD dipersamakan sebaga SPTPD,
SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada avat (5) dianggap
telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran,




(1}
(2)

(3}

(1)
(2}

(3
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(5}

{1]

(2]
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Pasal 90

Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa Pajak,

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
menghitung Pajak terutang vang harus dibayarkan atau
disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada avat {2), Bupati
menetapkan jangka waktu penyampaian SPIPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja
setelah berakhimya masa Pajak.

Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (3]
dikecualikan untuk BPHTB.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan
penvampaian SPTPD, penentuan masa Pajak untuk setiap
jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayvat (1), dan batas
waktu penvampaian SPTPD secbagaimana dimaksud pada
ayat (3] diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 91

Wajib Pajak vang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan
SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
Sanksi administratil berupa denda sebagaimana dimaksud
pada avat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah
untuk setiap SPTPD.

Sankst administratf berupa denda sebagaimana dimaksud
pada avat (2} tidak dikenakan jika Wajib FPajak mengalami
keadaan kahar (force majeure).

Sanksit administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
pada avat [2) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- untuk wajib
pajak pribadi atau perorangan dan Rp. 1.000.000.- untuk
wajib pajak Badan Usaha atau Perusahaan,

Keadaan kahar (force majeure] sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) melipun:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

¢, kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penvakit; dan/ atau

Pasal 92

Wajib Pajak dengan kemauan sendin dapat membetulkan
SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan
pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan,
Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPL} harus
dizampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa

penetapan.




(3]

i)

()

(1)
(<]

(3]

(4]

(1)

2]
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LDalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
avat (1) menvatakan kurang bayvar, pembetulan SPTPD
dilarnpiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak vang
kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

Atas pembetulan SPTPD vang menyatakan kurang bavar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dikenai sanksi
administratil berupa bunga sebesar 1% {satu persen) per bulan
dari jumlah Pajak vang kurang dibavar, dihitung dari tanggal
jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat] bulan
seria bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu] bulan.

Atas kurang bayar sebagaimana dimalksud pada avat (3], tidak
dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak
vang kurang dibayvar,

Penelitian SPTPD
Pasal 93

Bupati atau Pejabat vang ditunjuk melakukan Penelitian atas

SPTPD vang disampaikan Wajib Pajak.

Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada avat (1)

meliputi:

a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran
dengan tanggal pelunasan dalam S5PD;

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

¢. kebenaran  penulisan, penghitungan, danf atau
administrasi lainnya. _

Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPIPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2} diketahui terdapat Pajak terutang vang

tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

menerbitkan STPD.

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat [3) mencantumkan

jumlah kekurangan pembayvaran Pajak terutang ditambah

sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persenj

per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung

sejak saat terutangnya Pajak atau berakhimya masa Pajak,

bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu

paling lama 24 (dua puluh empat} bulan serta bagian dari

bulan dihitung penuh 1 {satu) bulan,

Pemeriksaan Pajak
Pasal 94

Bupati atau Pejabat vang ditunjuk berwenang melakukan
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengena: Pajak

Permneriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
dalam hal:

a, Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau Kompensasi

kelebihan pembavaran Pajak;
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b. terdapat keterangan lain berupa data konkret vang
menunjukkan bahwa Pajak yvang terutang tidak atau kurang
dibayar; atau

¢. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan
berdasarkan analisis risiko.

{3] Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilakukan paling sedikit untuk:

&. pemberian NPWPD secara jabatan;

b. penghapusan NFWPD

€. penyelesalan permohonan keberatan Wajib Pajak;

d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan /atau

e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

{4] Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada
avat [3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan
materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan,

(3] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak
diatur dalam peraturan Bupat.

FPasal 95

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, kewajiban Wajib Pajak yang
diperiksa meliput:

a. memperhhatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yvang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

b, memberikan kesempatan untuk memasuld tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan vang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, hak Wajib Pajak yang
diperiksa paling sedikit:

a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada
pemeriksa;

b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan
tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan

¢, menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan
tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada avat (1), besarmya Pajak terutang ditetapkan
secara jabatan.

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Surat Ketetapan Pajak
Pasal 96

(1} Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima] tahun sejak
terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat
menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk
jenis Pajak vang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri
oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.




(2]
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SKPDKB' sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) diterbitkan

dalam hal terdapat Pajak vang kurang atau tidak dibayar

berdasarkan:

a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94
atau

b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka
waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Paszal 89
ayvat (4) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan
dalam Surat Teguran; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) atau Pasal 90 ayat|1].

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada avat (1) diterbitkan
dalam hal ditemukan data baru dan/atau data vang semula
belum terungkap dan menvebabkan penambahan Pajak vang
terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka
penerbitan SKPDKBT.

SKFPDN sebagaimana dimaksud pada avat (1) diterbitkan dalam
hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumiah
kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
Pajak. '

Pasal 97

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 94 terdapat kelebihan pembavaran
Pajak, Bupati atau Pejabat vang ditunjuk menerbitkan SKPDLE.

Passl 98

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2] huruf a
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% {satu
koma delapan persen| per bulan dari Pajak vang kurang atau
terlambat dibayvar, dihitung sejak saal terutangnya Pajak atau
berakhirnyva masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak
sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu
paling lama 24 [dua puluh empat] bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 {satu) bulan.

Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua
persen) per bulan deri Pajak vang kurang atau terlambat
dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Fajak atau berakhirnya
masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai
dengan diterbitkannyva SKPDKB, untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat] bulan serta baglan dan bulan
dihitung penuh 1 (satu] bulan, sejak saat terutangnya Pajak
ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
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a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak
yvang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebapgaimana
dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2] huruf a; atau

b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok
Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain vang
dimaksud pada huruf a

(3} Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT

(4]

(1)

(2)

(3)

(4

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3] dikenakan
sanksi admimstratilf berupa kenaikan sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah kekurangan Pajak vang terutang dalam
SKPDEBT.

SKPDRB schagaimana dimaksud pada ayat (1] dan avat (2] dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada avat (3] wajib dilunasi
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu] bulan sejak tanggal
diterbitkan.

Surat Tagihan Pajak
Pasal 99

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak
terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat vang ditunjuk dapat
menerbitkan STPD.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD

untuk jenis Pajak vang dipungut berdasarkan penetapan Bupati

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam hal:

a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT vang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

b. Surat keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibavar
setelah jatuh tempo pembayaran; atau

¢. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/ atau denda.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD

untuk jenis Pajak vang dipungut berdasarkan penghitungan

sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

dalam hal:

a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

b, hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
93 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah
tulis, salah hitung, atau kesalaban administratf lainnya
oleh Wajib Pajak;

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yvang tidak atau
kurang dibayvar setelah jatuh tempo pembayaran, atau

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat

{2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak

yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanks:

administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan
dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dan tanggal
jatub tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembavaran,
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untuk jangka waktu paling lama 24 {dua puluh empat) bulan
sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (sato) bulan,

Jumiah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) huruf b dan avat (3) huruf ¢, dikenai sanksi administratif
berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan
dari Pajak vang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal
jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
sejak saatl terutangnya Pajak serta bagian dan bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.

Penagihan Pajak
Pasal 100

Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD,
SKFPDEKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar
Penagihan Pajak.

Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada avat
(1) vang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat
dilakukan imbauan.

Datarn hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat [ 1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau
pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenas
perpajakan

Pasal 101

Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3] Bupati berwenang menunjuk

Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

Pejabat sebapgaimana dimaksud pada ayvat (1) berwenang:

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak: dan

b. menerbitkan:

Surat Teguran;

surat perintah Penagihan Scketika dan Sekaligus

Surat Paksa;

surat perintah melaksanakan penyitaan;

surat perintah penyanderaan;

surat pencabutan sita;

pengumuman lelang;

surat penentuan harga limit;

pembatalan lelang; dan

0. surat lain vang diperlukan untuk pelaksanaan
Penagihan Pajak.

B B8 AR EH L )

{3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Permungutan Retribusi
Penetapan Retribusi Terutang
Pasal 102

Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian
antara tingkat pengegunaan jasa dengan tarf Hetmbusi.

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada avat (1)
metupakan jumlah pengpunaan jasa vang dijadikan dasar
alokasi beban biaya vang dipikul Pemerintah Daerah untuk
penyelenggaraan jasa vang bersangkutan,

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1] merupakan
nilai rupiah vang ditetapkan untuk menghitung besarmya
Retribusi yang terutang,

Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
dinvatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayvaran
Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata
uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai
dengan prinsip dan sasaran penetapan tanf Retribusi.

Besaran Refribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain vang
dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun
dokumen elektronik.

Dokumen lain vang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
avat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat
perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayvaran dari aplikasi
pelayanan atau perizinan elektronik.

Pemungutan Ketribusi
Pasal 103

Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang
ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (6] ke kas Daerah
atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
Wajib Retribusi vang bertindak selaku pemungut sebagaimana
dimaksud pada avat (1) menyetorkan seluruh penerimaan
Retribusi vang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Retribusi dipungut atas pelavanan yang diberikan
oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi
disetorkan ke rekening kas BLUD sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

{4} Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

(5] Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada

waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per
bulan dar Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar
dihitung dari tangeal jatuh tempo pembayaran sampai dengan
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tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 [dua
puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
{5) didahului dengan Surat Teguran.
(7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan
dengan peraturan Bupati.

Pemungutan Retnbusi oleh Pihak Ketiga
Pasal 104

|1} Pemerintah Daerah dapat melaksanakan ketja sama atau
penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan
Retribusi,

(2] Kerja sama atau penunjukan pihak ketipa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif,
pengawasan, dan Pemeriksaan.

[3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilaksanakan berdasarkan
pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi
dengan tidak menambah beban Waib Retribusi.

[4) Pemerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] disetor ke rekening kas
umum daerah secara bruto.

(5} Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran
pendapatan dan belanja Daerah.

(6} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan
kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi
Pasal 105

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan
tindak pidana di bidang perPajakan daerah.

(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan
SKPD atau SPFT sebapaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat
(2} dan ayat (3), jangka waktu 5 (lima] tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD

- atau SPPT.

(3} Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
avat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} :

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, atau
b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung
maupun tidak langsung.
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Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Palksa
sehagaimana dimaksud pada avat (3) huruf a, kedaluwarsa
Penagihan dihitung sejak tanggal penyvampaian Surat Teguran
dan/atau Surat Paksa tersebut.

Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajit Pajak dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembavaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf b, kedaluwarsa
Penagihan dihitung sejak tangeal pengakuan.

Pasal 106

Hak untuk melakuokan Penagihan Retribusi menjadi

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga] tahun terhitung

sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi

melakukan tindak pidana di bidang Retribusi,

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} tertangguh jika;

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi,
bailk langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2] huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak

tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retnbusi secara langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat {2) huruf b merupakan Wajib Retribusi

dengan kesadarannya menyatakan masith mempunyai utang

Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah,

Penpgakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagalimana

dimaksud pada ayat (2] huruf b dapat diketahui dan pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayvaran dan

permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi,

Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi
Pasal 107

Bupati melakukan pengelolaan piatang Pajak untuk
menentukan prioritas Penagihan Pajak.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita
FPajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
Piutang Pajak vang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada
avat (3] ditetapkan dalam keputusan Bupati.
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Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan dengan mem mempertimbangkan:

a. pelaksanaan Penagihan telah dilakukan sampai dengan
batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) atau avat (2); dan

b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal
Pemerintah Daerah.

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan

dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan,

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang

Pajak diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 108

Piutang Retribusi vang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan Penagihan sudah  kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi
yvang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Eetentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang
Retribusi yvang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan
Bupati

Keberatan dan Banding
Pasal 109

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati -atau
Pejabat vang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKE,
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau
Pemungutan aleh pihak ketiga.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah
Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut,
berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan
vang jelas.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau
SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan,
kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangksa
waltu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3] meliputi:
a. bencana alam;

b. kebakaran;

¢, kerusuhan massal atau huru-hars;

d. wabah penyakit; dan/ atau

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar
Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKFDKBT,
SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh
pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib
Pajak.
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Keberatan vang tidak memenuhi persvaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, ayat (2}, ayat (3), dan avat (5) tidak
dianggap sebagai surat keberatan,

Retentuan lebih lanjut mengenai tata cara penvelesaian
keberatan diatur dengan peraturan Bupafi.

Pasal 110

Wajh Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada
Bupati atau Pejabat vang ditunjuk atas SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secarg
tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertal alasan yvang
jelas.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digjukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
kahar.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3] meliputi:
a. bencana alam;

b, kebakaran;

¢. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/ atau

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima
harus member keputusan atas keberatan vang diajukan oleh
Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasa 109 ayat (1)
dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

Dalam memberikan keputusan scbagaimana dimaksud pada
avat (1), Bupati atau Pejabat vang ditunjuk dapat melakukan
Pemeriksaan.

Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan
dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak,
atau menambah besarnya Retribusi yang terutang,

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak
memberi suatu keputusan, keberatan vang diajukan tersebut
dianggap diterima seluruhnya.

(10} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian

keberatan Retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 111

(1) Wajibh Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanva
kepada badan peradilan pajal atas surat keputusan keberatan
yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling
lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri
galinan Surat Keputusan Keberatan.
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{2} Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada avat (1)

(3]

(4]

(1)
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(3l

[
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i1

digjukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan
disertai alasan yang jelas,

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1
{satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
Pengajuan banding dilaksanakan sesuai denpgan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
FENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK /RETRIBUSI

Pa=al 112

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati
dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di
Daeral.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan

atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dapat

diberikan atas permohonan Wajib Pajak danfatau Wajib

Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupat

berdasarkan pertimbangan, meliputi:

a. kemampuan membavar Wajib Pajak dan/atau Wajib
Retribusi;

b. kondisi tertentu objek Pajak, sepert objek Pajak terkena.
bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnva yang
terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang
dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lam vang
bertujuan untuk menghindari permbayaran Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan
ultra mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Dacrah dalam mencapai
program prioritas Daerah; dan [atau

e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam
mencapal program prioritas nasional.

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada

DPRD.

Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat

{4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan

insentif fiskal.

Ketentuan lebih lanjut mengenar admimistrasi dan tala cara

pemberian insentf fiskal diatur dengan peraturan Bupat.

Pasal 113¥

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan
keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembavaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau
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Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau
Wajib Retribusi dan/atau ohjek Pajak atau objek Retribusi.
Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan
membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat
likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit berupa lahan pertanian vang sangat terbatas, tanah dan
Bangunan yvang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari
golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas
tertentu, dan objek Pajak vang terdampak bencana alam,
kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan,

Ketentuan lelsh lanjut mengenai administrasi dan tata cara
keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau
sanksinya diatur dengan peraturan Bupati.

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
Pasal 114

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain
segala sesuatu yvang diketahui atau diberitahukan kepadanva
oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk
mernjalankan ketentuan peraturan  perundang-undangan di
bidang perpajakan Daerah.
Larangan sebagaimana dimaksud pada avat (1) berlaku juga
terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu
dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
di hidang perpajakan Daerah.
Yang dikegualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
avat (1] dan ayat (2) adalal
8. pejabat dan/atau tenaga ahli vang bertindak sebagai saksi
atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
b. pejabat dan/atau tenaga ahh vang ditetapkan oleh Bupati
untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga
negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan
pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin
tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar
memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau
tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara
pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan
hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat
memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat {1}, dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan
keterangan Wajib Pajak vang ada padanva.
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(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada avat (5} harus

(1)
(<)

(3}

(1)

2]

{3

menyvebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan
vang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata
yang bersangkutan dengan keterangan vang diminta.

Pasal 115

Instansi vang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi
dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu,
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada avat (1)
ditetapkan melalui APBID.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatar
dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan
Perundang-undangan.

PENYIDIKAN
Pagal 116

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Daerah diben wewenang khusus sebagai penvidik untuk

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perPajakan Daerah

dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undanglndang
mengenai Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemenintah Daerah

vang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Wewenang penyidilk sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
grang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perPajakan
Daerah dan Retribusi,

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tndak pidana di bidang
perPajakan Daerah dan Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perPajakan Daerah dan
Retribusi;

e. melakukan pengegeledahan untuk mendapatkan bahan bukt
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perPajakan Daerah dan
Hetribuss;

g. menyoruh  berhenti  dan/atau  melarang  seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
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sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, bendsa,
dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di
bidang perPajakan Daerah dan Retribusi:

I memanggil orang untuk didengar keterangannva dan diperiksa
sebagai tersangka atau salisi;

i. menghentikan penyidikan: dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
p&ﬂ}'lﬂﬂﬂ?ﬂ til'.ldﬂl.k pidana di bidang perPajakan Daerah dan
Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4] Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

{1]

(2)

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penvidikannya
kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang mengenai Hukum Acara Fidana.

KETENTUAN PIDANA
Pagal 117

Wajib FPajak wvang karena kealpaannva tidak melaksanakan
kewajiban mengisi SPTPD dengan benar dan lengkap, sehingga
merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan
atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban
mengisi SPTPD dengan benar dan lengkap sehingga merugikan
keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana
denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayvat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemernmntah
Fusat dan Pemerintahan Daerah,

Pasal 118

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut
apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau hagian
Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak vang bersangkutan
berakhir.

Pasal 119

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar
atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga
merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan
atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang
NMomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
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Prjabat atan tenagn whh yvang melanggar larnngan, disncum
dengan pidana kurungan ataw pidana denda sesun ketentuan
Pasal 184 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
+ Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Dacrah, ¢

Pasal 121
Denda merupakan pendapatan Negara.

BAB V1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

(1) Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB maulai
berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025. '

i2) Ketentuan mengenal insentif pemungutan. Pajak dan
Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1135, hanya dapal
dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan
mengenal penghasilan aparatur sipil negara yang telah
mempertimbangkan kelas jabatan unfuk tugas dan fungsi
pemungutan Pajak dan Retribusi.

{3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik
daerah vang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian
masih tetap berlaku sampai berakhimya masa perjanjian.

i4) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retnbusi
yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini
diundangkan, penvelesaiannya dilakukan berdasarkan
Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi vang
ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

(5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua
peraturan pelaksana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah tetap bertaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Dacrah ini dan belum diatur dengan peraturan
pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Peraturan Dacrah ini mulai berlaku.

. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun
2011 Tentang Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 7 Tahun
2011 Tentang Retribusi Pemeriksaan  Alal  Pemadam
Kebakaran;
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Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun
2011 Tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan
Kakus;
. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 9 Tahun
2011 Tentang Retribusi Pengendatian Menara Telekomunikasi,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah MNomor 11
Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Aras Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Pengendalian Menara;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10
Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nemor 11
Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga:
. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13
Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 14
Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelavanan Pasar;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 15
Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesechatan pada
Fumah Sakit Umum Daerah Pandan;
. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 16
Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah MNomor 17
Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan /Kebersihan;
. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 18
Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah,
sebhagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun
2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Pemakaian Kekayvaan Daerah;
. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor [9
Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 20
Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet;
. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomaor 21
Tahun 2011 Tenrang Pajak Hiburan, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Pajak Hiburan;
. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 22
Tahun 2011 Kabupaten Tapanuli Tengah Tentang Pajak Hotel,
sebapaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerash Kabupaten Tapanuli
Tengah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel;
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Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak
Restoran;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 24
Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 25
Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nemor 26
Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27
Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 28
Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 9 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tapanuh Tengah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 29
Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun
20012 Tentang Retribusi Pendepositoan Uang Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor @ Tahun
2012 Tentang Retribusi Ijin Travek;

Peraturan Daerah EKabupaten Tapanuli Tengah Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Retribusi ljin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohot;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12
Tahun 2012 Tentang Retribusi ljin Mendirikan Bangunan;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13
Tahun 2012 Tentang Retribusi ljin Usaha Perikanan;

. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 14

Tahun 2012 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau
Pertokoan;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 15
Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 16
Tahun 2012 Tentang Hetribusi Tempat
Penginapan / Pesanggrahan,

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 17
Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelavanan Kepelabuhan;

. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 18

Tahun 2012 Tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha
Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 19
Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengpantian Biaya Cetak Peta;

ge. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 20

Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

hh.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 21

Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 124
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinva memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah,

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 4 Januari 2024
Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH
ted
SUGENG RIYANTA

Diundﬂ.ﬂﬁﬁﬂﬂ di Pandan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (2-4/2024)




